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ABSTRAK 

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang masih menjadi tantangan dalam 

pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat adalah penetapan upah minimum. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan serta mengidentifikasi 

kesenjangan hasil (research gap) dari berbagai penelitian terdahulu. Metode yang digunakan 

adalah studi literatur (systematic review) terhadap penelitian yang relevan. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan masih belum konsisten. 

Sebagian penelitian menemukan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap 

kemiskinan, sementara penelitian lain menunjukkan pengaruh positif maupun tidak signifikan. 

Selain itu, faktor lain seperti pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) juga memiliki peran penting dalam memengaruhi kemiskinan.Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa upah minimum tidak dapat menjadi satu-satunya instrumen dalam 

pengentasan kemiskinan, sehingga diperlukan dukungan variabel ekonomi lainnya agar 

kebijakan yang diterapkan lebih efektif. 

Kata Kunci: Upah Minimum, Kemiskinan, Pengangguran, Kesejahteraan, Indonesia.  

ABSTRACT 

Poverty is a multidimensional issue that remains a challenge to economic development in 

Indonesia. One government policy to improve public welfare is the establishment of a minimum 

wage. This study aims to analyze the effect of the minimum wage on poverty and identify 

research gaps in previous studies. The method used was a systematic review of relevant 

literature. The analysis shows that the effect of the minimum wage on poverty remains 

inconsistent. Some studies found that the minimum wage had a negative effect on poverty, while 

others showed a positive or insignificant effect. Furthermore, other factors such as 

unemployment, economic growth, and the Human Development Index (HDI) also play a 

significant role in influencing poverty. This study concludes that the minimum wage cannot be 

the sole instrument for poverty alleviation; therefore, support from other economic variables 

is needed for more effective policy implementation. 

Keywords: Minimum Wage, Poverty, Unemployment, Welfare, Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

Secara umum, kemiskinan dapat 

diartikan sebagai kondisi di mana 

masyarakat tidak mampu memenuhi 

kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, 

kesehatan, pendidikan, dan perumahan. 

Indonesia, sebagai negara berkembang, 

telah lama menghadapi persoalan 

kemiskinan yang sangat kompleks. 

Pemikiran mengenai kemiskinan berubah 

sejalan dengan berjalannya waktu, tetapi 

pada dasarnya berkaitan dengan 

ketidakmampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar. Kemiskinan 

menunjukkan situasi serba kekurangan 

yang terjadi bukan karena dikehendaki 

oleh orang miskin tersebut, melainkan 

karena tidak bisa dihindari dengan 

kekuatan yang dimilikinya. Kemiskinan 

telah membuat pengangguran semakin 

banyak, inflasi meningkat dan 

pertumbuhan ekonomi melambat. 

Kemiskinan yang terjadi dalam suatu 

Negara memang perlu dilihat sebagai suatu 

masalah yang sangat serius, karena saat ini 

kemiskinan membuat banyak masalah 

Indonesia mengalami kesusahan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya 

Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di 

Indonesia menunjukkan tren penurunan 

dalam lima tahun terakhir. Persentase 

penduduk miskin secara nasional 

menyusut dari 10,19% pada September 

2020 menjadi 8,47% pada Maret 2025. 

Penurunan ini selaras dengan jumlah 

absolut penduduk miskin yang turun dari 

27,55 juta menjadi 23,85 juta orang dalam 

periode yang sama.. Persoalan kemiskinan 

ini lebih dipicu karena masih banyaknya 

masyarakat yang mengalami 

pengangguran dalam bekerja hal inilah 

yang membuat sulitnya memenuhi 

kebutuhan hidupnya, sehingga angka 

kemiskinan selalu ada dan naik. 

Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh 

berbagai faktor, diantaranya jumlah 

penduduk yang terus meningkat, upah 

minimum yang dirasa masih kurang cukup, 

pertumbuhan ekonomi yang lambat dan 

tingkat pengangguran yang masih tinggi 

akan berdampak pada sumber daya yang 

terbuang percuma dan pendapatan 

masyarakat menjadi berkurang bahkan 

tidak ada sama sekali, dengan tidak ada 

penghasilan yang dimiliki menyebabkan 

tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. 

Jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi maka 

kemiskinan akan timbul.  

Menurut (Karimi et al., 2023) 

masalah ketimpangan akan mempengaruhi 

kemiskinan di Indonesia karena mereka 

yang kaya akan cenderung semakin kaya 

dan mereka yang miskin akan semakin 

miskin. Adanya perbedaan pendapatan 

yang tinggi ini membuat masyarakat 

cenderung tidak dapat memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi dapat 

dikatakan bahwa kemiskinan memiliki 

hubungan yang positif dengan 

ketimpangan pendapatan, karena adanya 

jarak antara individu kaya dengan individu 

miskin dan masyarakat miskin akan 

semakin kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar dan akan lebih mudah 

masuk kedalam garis kemiskinan. Arsyad 

dalam (Mahsunah, 2022) mengatakan 

kemiskinan di Indonesia bersifat 

multidimensi. Artinya dapat dilihat dari 

berbagai aspek diantaranya aspek primer 

dan aspek sekunder. Aspek primer berupa 

pengetahuan dan keterampilan yang 
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rendah, miskin aset serta organisasi sosial 

politik. Sedangkan aspek sekunder berupa 

miskin akan sumber keuangan, informasi, 

dan jaringan sosial. Kemiskinan muncul 

karena beberapa orang belum mampu 

mengelola kehidupan mereka dengan 

standar kemanusiaan.  

Menurut (Purnama, 2017) hal ini 

yang menyebabkan penurunan kualitas 

sumber daya manusia, yang pada akhirnya 

mengakibatkan penurunan terhadap 

produktivitas dan pendapatan.Salah satu 

faktor yang dapat berpengaruh terhadap 

kemiskinan adalah upah minimum, karena 

tujuan utama ditetapkannya upah 

minimum yaitu memenuhi standar hidup 

minimum seperti untuk kebutuhan pokok, 

kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan 

pekerja. Upah minimum adalah usaha 4 

untuk mengangkat derajat penduduk 

berpendapatan rendah, terutama pekerja 

miskin. Meningkatnya upah minimum 

dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat sehingga kesejahteraan juga 

meningkat. Karena, untuk meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan rakyat secara 

pribadi atau keluarga, rakyat harus 

melakukan berbagai upaya, salah satunya 

adalah bekerja.Kesejahteraan masyarakat 

tidak terlepas dari seberapa besar 

penghasilan yang mereka dapatkan. Upah 

bagi masyarakat merupakan sumber atas 

penghasilan. Apabila terjadi kenaikan atas 

jumlah penghasilan, tentunya akan 

berdampak pada kesejahteraan mereka. 

Sebaliknya, bila upah mengalami 

penurunan maka berdampak pada 

menaiknya tingkat kemiskinan (Ningrum, 

2017).  

Kebijakan mengenai upah minimum 

kabupaten dan kota diharapkan nantinya 

dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Selain memberikan jaminan 

atas penghasilan atas pekerjaan kaum 

buruh, kebijakan upah minimum juga di 

harapkan mampu menjadi media distribusi 

pemerataan pembangunan pada tiap 

daerah. Peningkatan pendapatan 

masyarakat pada masing-masing daerah 

nantinya juga mampu mengurangi 

ketimpangan antar daerah dan berdampak 

pada berkurangnya laju migrasi Kebijakan 

mengenai upah minimum juga pada 

ujungnya akan memberikan nilai tambah 

bagi peningkatan daya beli masyarakat. 

Ketimpangan pendapatan di tengah 

masyarakat berdampak kepada 

terbentuknya jurang kemiskinan (Nisa et 

al., 2020). Kemiskinan itu sendiri 

merupakan persoalan pada setiap negara, 

dan seringkali menjadi permasalahan yang 

nyaris tidak ada ujungnya. Kemiskinan 

akan berakibat pada turunnya taraf hidup 

masyarakat sehingga berdampak pada 

terbatasnya pemenuhan kebutuhan setiap 

hari (Nasution, 2019). Ketidakberdayaan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

dasar merupakan pengertian kemiskinan 

secara umum (Sartika et al., 2016). Pada 

sisi yang lain, kemiskinan menjadi pangkal 

persoalan sosial yang lain, baik masalah 

kriminalitas atan masalah 

ketidakmampuan masyarakat miskin untuk 

mendapatkan akses pendidikan dan 

kesehatan dan lapangan kerja secara layak. 

Hal ini tentu saja akan berdampak pada 

kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

Kebijakan upah minimum 

merupakan suatu kebijakan yang bertujuan 

untuk melindungi hak dari para pekerja. 

Adanya kebijakan upah minimum ini 

menjadi suatu batasan nilai upah bagi para 
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pekerja dikarenakan terdapat aturan yang 

melarang bagi pengusaha untuk membayar 

upah pekerja lebih rendah dari upah 

minimum yang telah ditetapkan. Pada 

berbagai negara adanya upah minimum ini 

merupakan hal penting dan utama dalam 

menetapkan upah dalam lingkup nasional. 

Penerapan kebijakan upah minimum di 

Indonesia terdapat berbagai variasi 

menurut provinsi, kabupaten, dan sektor 

serta untuk nominalnya ditentukan oleh 

pihak pemerintah provinsi dan kabupaten 

dengan menganalisis dari kebutuhan hidup 

layak pekerja. Penerapan kebijakan upah 

minimum ini pada awalnya bahkan hingga 

saat ini banyak menimbulkan pro-kontra di 

berbagai pihak dikarenakan menimbulkan 

pengaruh hingga ke berbagai hal dan 

sektor-sektor tertentu. Namun apabila 

melihat dari sisi positifnya, adanya 

penerapan kebijakan ini dinilai dapat 

menekan angka kemiskinan. Melihat 

kondisi saat ini, kemiskinan dari tahun ke 

tahun selalu menjadi isu utama yang 

dibahas karena berhubungan erat dengan 

faktor keberhasilan dalam pembangunan 

negara.  

Melalui adanya penerapan kebijakan 

ini, pemerintah berharap masalah 

kemiskinan di Indonesia dapat ditangani 

dengan lebih efektif dan efisien. Namun, 

dengan adanya kebijakan ini sebagian 

pihak juga masih kurang setuju 

dikarenakan adanya penetapan upah 

minimum ini dapat menyebabkan 

pengurangan kesempatan kerja. Semakin 

meningkat tingkat upah minimum akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat 

sehingga kesejahteraan juga meningkat 

dan sehingga terbebas dari kemiskinan 

Menurut sumarsono, pengupahan di 

Indonesia pada umumnya didasarkan 

kepada tiga fungsi upah, yaitu: 

a. Menjamin kehidupan yang layak 

bagi pekerja dan keluarganya. 

b. Mencerminkan imbalan atas hasil 

kerja seseorang.  

c. Menyediakan insentip untuk 

mendorong peningkatan 

produktivitas pekerja.  

Menyatakan beberapa ekonom 

melihat bahwa penetapan upah minimum 

akan menghambat penciptaan lapangan 

kerja. Kelompok ekonom lainnya dengan 

bukti empirik menunjukkan bahwa 

penerapan upah minimum tidak selalu 

identik dengan pengurangan kesempatan 

kerja, bahkan akan mampu mendorong 

proses pemulihan ekonomi. 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Pengertian Upah Minimun 

Menurut Sadono Sukirno (2002:353) 

upah merupakan imbalan jasa yang di 

terima seseorang di dalam hubungan kerja 

yang berupa uang atau barang melalui 

perjanjian kerja, imbalan jasa, dan 

diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan 

bagi diri dan keluarganya. Dalam teori 

ekonomi, upah yaitu pembayaran yang 

diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang 

disediakan, dan diberikan oleh tenaga kerja 

kepada pengusaha. Perubahan tingkat upah 

akan memepengaruhi tinggi rendahnya 

biaya produksi perusahaan.  

Menurut Dewan Penelitian 

Pengupahan Nasional upah diartikan 

sebagai suatu penerimaan sebagai imbalan 

dari pemberian kerja seseorang kepada 

penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau 

jasa yang telah maupun yang akan 

dilakukan. Berfungsi sebagai jaminan 

kelangsungan kehidupan yang layak bagi 
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kemanusiaan dan dinyatakan serta dinilai 

dalam bentuk uang yang ditetapkan 

menurut suatu persetujuan, undang-undang 

dan peraturan dibayarkan atas dasar suatu 

perjanjian kerja antara pemberi kerja dan 

penerima kerja. Pemberian upah minimal 

pada pekerja bertujuan agar para pekerja 

mendapatkan pengahsilan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup yang 

layak. Upah minimum sendiri diartikan 

sebagai upah terendah yang diterima setiap 

bulan yang terdiri atas upah pokok dan 

tunjangan tetap dimana penetapan upah 

dilakukan gubernur. Masing-masing 

daerah mempunyai standar kebutuhan 

hidup yang berbeda, sehingga situasi ini 

yang menjadikan besaran upah minimum 

tidak berlaku secara nasional namun hanya 

berlaku untuk wilayah tertentu.  

Menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 

tentang Pengupahan, upah minimum 

terbagi atas: (a) upah minimum provinsi; 

(b) upah minimum kabupaten/kota; (c) 

upah minimum sektoral provinsi; dan, (d) 

upah minimum sektoral kabupaten/kota. 

Penetapan upah dilakukan oleh gubernur 

selaku kepala daerah. Penetapan upah 

minimum disesuaikan dengan penilaian 

kebutuhan hidup layak serta dengan 

memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi. KHL merupakan 

standar kebutuhan seorang pekerja yang 

masih lajang untuk dapat hidup layak 

selama satu bulan. 

Teori pertumbuhan ekonomi dan 

tenaga kerja (Todaro model) menyatakan 

dalam model Todaro-Harris, pertumbuhan 

penduduk memperbesar jumlah pencari 

kerja, terutama di wilayah urbanisasi. 

Urbanisasi cepat yang tidak disertai 

penciptaan lapangan kerja yang memadai 

akan meningkatkan pengangguran terbuka. 

(Todaro,M.P & Smith, S.C. 2009) Teori 

yang menyatakan upah minimum dan 

pertumbuhan penduduk mempengaruhi 

tingkat pengangguran yaitu teori 

pengangguran struktual dan friksional 

Pertumbuhan penduduk mempercepat 

masuknya angkatan kerja baru, tetapi tidak 

selalu selaras dengan struktur pekerjaan 

yang tersedia sehingga menciptakan 

pengangguran struktural dan upah 

minimum yang tidak fleksibel juga bisa 

memperlambat proses penyesuaian pasar 

tenaga kerja, memperburuk pengangguran 

friksional dan struktural.  

Teori makro ekonomi, masalah 

pengangguran di bahas pada dasar tenaga 

kerja yang juga dihubungkan dengan 

keseimbangan antara tingkat upah tenaga 

kerja. Upaya menurunkan tingkat 

pengangguran sangatlah penting. 

Terjadinya pengangguran akan 

menyebabkan menurunnya kesejahteraan 

masyarakat dan pembangunan ekonomi 

daerah. (Risen A. Sambaulu,2022). Teori 

permintaan dan penawaran tenaga kerja 

(Neoklasik) menyatakan bahwa pasar 

tenaga kerja bekerja seperti pasar barang. 

Upah adalah harga tenaga kerja jika upah 

minimum ditetapkan di atas upah 

keseimbangan pasar, maka Permintaan 

tenaga kerja menurun karena perusahaan 

enggan membayar lebih maha penawaran 

tenaga kerja meningkat lebih banyak orang 

ingin bekerja dengan upah lebih tinggi. 

Akibatnya terjadi kelebihan penawaran 

tenaga kerja, yang disebut sebagai 

pengangguran (Mankiw,2021) Selain itu, 

Keynes menekankan bahwa pengangguran 

bersifat involuntaryunemployment, yaitu 
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kondisi ketika individu bersedia bekerja 

pada tingkat upahyangberlaku tetapi tetap 

tidak memperoleh pekerjaan karena 

permintaan agregat yang tidakcukupuntuk 

menyerap tenaga kerja secara optimal. 

Oleh sebab itu, Keynes 

menekankanperlunyaintervensi 

pemerintah melalui kebijakan fiskal 

ekspansif, seperti 

peningkatanbelanjapemerintah, subsidi 

sektor produktif, dan pembangunan 

infrastruktur, untuk mendorongpermintaan 

agregat dan menciptakan lapangan kerja. 

 Oleh karena itu, Keynes 

menekankanpentingnya peran pemerintah 

dalam menjaga permintaan agregat untuk 

mendorongkegiatanekonomi dan 

menciptakan lapangan kerja, termasuk 

melalui sektor pariwisata, 

gunamenjagapendapatan masyarakat dan 

mengurangi pengangguran (Irnando, 

Zulaikah, &Satriawan,2025).Selain 

menjelaskan penyebab terjadinya 

pengangguran, Keynes juga 

menekankanbahwa upah memiliki peran 

penting dalam perekonomian, khususnya 

dalampembentukanpermintaan agregat. 

Dalam kerangka teori Keynesian, upah 

tidak hanya dipandangsebagaibiaya 

produksi bagi perusahaan, tetapi juga 

merupakan sumber pendapatan 

utamabagirumah tangga yang menentukan 

tingkat konsumsi masyarakat. Menurut 

Keynes (1936),peningkatan upah akan 

memperkuat daya beli masyarakat, yang 

pada gilirannya mendorongkonsumsi serta 

memperluas permintaan agregat. 

 Kondisi ini menstimulasi 

perusahaanuntukmenambah produksi dan 

memperluas kesempatan kerja, sehingga 

pada akhirnya menurunkanpengangguran. 

Keynes juga menekankan bahwa 

perubahan upah memiliki implikasi 

makroekonomimelalui konsep ef ective 

demand atau permintaan efektif. 

Permintaan efektif 

merupakantotalpermintaan agregat yang 

dianggap perusahaan sebagai dasar 

perencanaan produksi.  Dengandemikian, 

upah yang lebih tinggi dapat memperkuat 

permintaan efektif karena konsumsirumah 

tangga merupakan komponen terbesar 

dalam pembentukan 

permintaanagregat.Peningkatan konsumsi 

ini kemudian mendorong perusahaan 

meningkatkanoutput,memperkuat arus 

produksi, dan menjaga stabilitas aktivitas 

ekonomi secara keseluruhan.Keynes juga 

mengatakan bahwa upah memiliki sifat 

kaku ke bawah atau rigid artinyaupahtidak 

dapat diturunkan meskipun kondisi 

ekonomi sedang melemah. Oleh sebab itu, 

Keynesmenolak pandangan klasik bahwa 

penurunan upah tidak memperbaiki pasar 

tenagakerja 

B. Teori Kemiskinan  

Teori Kemiskinan Kemiskinan 

merupakan keadaan di mana terjadi 

ketidakmampuan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar. Kemiskinan juga 

merupakan suatu permasahan yang tidak 

hanya dialami oleh negara berkembang 

namun juga dialami oleh negara-negara 

maju. Menurut Ritonga (2003), kemiskinan 

merupakan kondisi kehidupan serba 

kekurangan yang dialami seseorang 

sehingga tidak mampu dalam memenuhi 

kebutuhan minimal atau yang layak bagi 

kehidupannya. 

Kemiskinan adalah suatu situasi 

dimana seseorang atau rumah 

tanggamengalami kesulitan untuk 
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memenuhi kebutuhan dasar, sementara 

lingkungan penduduknya kurang 

memberikan peluang untuk meningkatkan 

kesejahteraan secara berkesinambungan 

atau untuk keluar dari kerentanan (Cahyat, 

2007:4) 

 Kemiskinan memiliki banyak 

definisi, dan sebagian besar sering 

mengaitkan konsep kemiskinan dengan 

aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk 

mendefinisikan kemiskinan dan 

mengidentifikasikan kemiskinan 

sebenarnya menghasilkan suatu konsep 

pemikiran yang dapat disederhanakan 

Kemiskinan memiliki banyak definisi, dan 

sebagian besar sering mengaitkan konsep 

kemiskinan dengan aspek ekonomi. 

Berbagai upaya untuk mendefinisikan 

kemiskinan dan mengidentifikasikan 

kemiskinan sebenarnya menghasilkan 

suatu konsep pemikiran yang dapat 

disederhanakan. 

Menurut Tambunan (2019) 

kemiskinan dapat digolongkan dalam 

beberapa kategori yaitu: 1. Kemiskinan 

absolut adalah derajat kemiskinan di 

bawah, di mana kebutuhankebutuhan 

minimum untuk bertahan hidup tidak dapat 

terpenuhi. Kemiskinan relatif, adalah suatu 

ukuran mengenai kesenjangan dalam 

distribusi pendapatan, dapat didefinisikan 

dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata 

dari distribusi pendapatan. Kemiskinan 

alamiah disebabkan oleh rendahnya 

kualitas sumberdaya manusia dan 

sumberdaya alam. Kemiskinan kultural 

adalah kemiskinan yang disebabkan oleh 

budaya penduduk yang malas, tidak mau 

kerja keras, etos kerja sangat rendah, tidak 

disiplin dan sebagainya. 

C. Hubungan Upah Minimum degan 

pengentasan  Kemiskinan  

Menurut Oetomo, Salah satu faktor 

yang mempengaruhi kemiskinan adalah 

upah. Upah merupakan suatu 

permasalahan yang cukup menarik karena 

sebagian besar dari pengangguran yang ada 

lebih memilih bekerja di sektor informal 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 

(walaupun masih mencari pekerjaan yang 

lebih baik tingkat upahnya), dari pada 

dipaksakan bekerja di sektor formal dengan 

upah yang minim. Jadi bukan berarti 

lapangan pekerjaan tidak tersedia, tetapi 

informasi dari lapangan pekerjaan tersebut 

yang minim sehingga sulit untuk mencari 

pekerjaan dengan upah yang sesuai 

walaupun sebenarnya pemahaman tentang 

upah yang sesuai adalah relatif dengan 

kebutuhan yang ada. Menurut Gindling an 

Terrell, para pendukung pandangan ini 

berpendapat bahwa kekakuan di pasar 

tenaga kerja, seperti kekakuan upah yang 

disebabkan oleh upah minimum, dapat 

memperlambat penciptaan lapangan kerja 

dan pada gilirannya memberikan 

kontribusi pada pengangguran dan 

kemiskinan. Menurut Burkhauser et.al, 

Penentang peraturan upah minimum juga 

berpendapat bahwa kebijakan upah 

minimum hanya memiliki dampak terbatas 

pada kemiskinan. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu metode studi literatur. 

Metode studi literatur atau dikenal juga 

dengan istilah studi kepustakaan adalah 

teknik pengumpulan data dan informasi 

dengan menelaah sumber-sumber tertulis 

seperti jurnal ilmiah, buku referensi, 

ensiklopedia, serta sumber-sumber lain 
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yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan 

atau dalam format digital yang relevan dan 

berhubungan dengan objek yang sedang 

diteliti. 

Pendapat (Prof. Dr. Suharsimi 

Arikunto, 2002. hlm. 90) yang 

mengungkapkan bahwa studi pustaka 

adalah metode pengumpulan data dengan 

mencari informasi lewat buku, majalah, 

koran, dan literatur lainnya yang bertujuan 

untuk membentuk sebuah landasan teori. 

Menurut (P. Indra & Cahya Ningrum, 

2019.hlm. 25) Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian studi literatur (literature review). 

Studi literatur merupakan metode 

penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengkaji, menganalisis, dan mensintesis 

berbagai sumber pustaka yang relevan 

dengan topik penelitian. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, 

artikel penelitian, buku, serta publikasi 

resmi yang berkaitan dengan upah 

minimum dan kemiskinan di Indonesia. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Results 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh upah minimum 

terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. 

Kemiskinan merupakan salah satu 

permasalahan utama dalam pembangunan 

ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, salah satunya adalah tingkat 

pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, 

upah minimum menjadi salah satu 

instrumen kebijakan pemerintah yang 

berperan dalam menentukan tingkat 

pendapatan pekerja. Seiring dengan 

dinamika ekonomi dan perubahan kondisi 

pasar tenaga kerja, upah minimum menjadi 

variabel yang penting dalam 

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. 

Berbagai studi terdahulu telah 

menunjukkan adanya hubungan antara 

upah minimum dan tingkat kemiskinan, 

namun hasil yang diperoleh masih 

bervariasi tergantung pada kondisi 

ekonomi, karakteristik wilayah, serta faktor 

pendukung lainnya. Oleh karena itu, 

penelitian ini mengkaji berbagai artikel 

ilmiah terdahulu untuk mengidentifikasi 

bagaimana upah minimum mempengaruhi 

tingkat kemiskinan di berbagai daerah, 

serta menganalisis faktor-faktor lain yang 

turut mempengaruhi hubungan tersebut. 

Berikut merupakan hasil analisis 

penelitian terdahulu yang telah dikaji dalam 

studi literatur ini sebagaimana disajikan 

pada Tabel 1 berikut. 

Penelitian Terdahulu. 

 

No Peneli

ti 

Jud

ul 

Hasil Implika

si 

1.  Ali M

auludi 

AC,dk

k 

(2023) 

Pen

gaar

uh 

Upa

h M 

Pen

garu

h 

Upa

h 

Min

imu

m, 

Pert

umb

uha

n 

Eko

nom

i, 

Inde

Upah 

minim

um 

berpen

garuh 

positif 

signifik

an 

terhada

p 

kemisk

inan, 

sedang

kan 

IPM, 

pertum

buhan 

ekono

mi, dan 

belanja 

modal 

Variabe

l-

variabel 

tersebut 

secara 

bersama

-sama 

memilik

i 

pengaru

h 

sebesar 

99,3% 

terhada

p 

tingkat 

kemiski

nan di 

Jawa 

Timur 
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ks 

Pem

ban

gun

an 

Man

usia

, 

Dan 

Bela

nja 

Mo

dal 

Ter

had

ap 

Ke

mis

kina

n 

Kab

upat

en/

Kot

a di 

Jaw

a 

Tim

ur 

Tah

un 

201

7 

s/d 

202

1 

berpen

garuh 

negatif 

signifik

an. 

2.  Nurin

a 

Merdi

kawati 

& 

Ridho 

Al 

Izzati 

(2025) 

Keb

ijak

an 

Upa

h 

Min

imu

m 

dan 

Ke

mis

Upah 

minim

um 

memili

ki 

dampa

k 

distribu

si pada 

pekerja 

upahan 

Kebijak

an upah 

minimu

m 

memilik

i efek 

yang 

terbatas 

terhada

p 

perubah

kin

an 

di 

Ind

one

sia 

 

di 

persent

il ke-20 

hingga 

menen

gah 

tanpa 

kehilan

gan 

pekerja

an 

secara 

keselur

uhan, 

namun 

tidak 

berdam

pak 

pada 

pengel

uaran 

per 

kapita 

rumah 

tangga 

an 

status 

kemiski

nan di 

Pulau 

Jawa. 

3.  Dewa 

Putu 

Yudi 

Pardit

a, dkk 

(2024) 

Me

mah

ami 

Din

ami

ka 

Ke

mis

kina

n di 

Indo

nesi

a: P

eran

 Per

tum

buh

an 

Eko

nom

i, Di

strib

Pertum

buhan 

ekono

mi dan 

distribu

si 

pendap

atan 

berpen

garuh 

signifik

an 

terhada

p 

kemisk

inan, 

sedang

kan 

IPM 

tidak 

memili

ki 

Pemerin

tah 

direkom

endasik

an 

menera

pkan 

pajak 

progresi

f, 

bantuan 

tunai 

langsun

g, serta 

mening

katkan 

investas

i pendid

ikan unt

uk mem

perluas 

akses 
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usi 

Pen

dap

atan

, da

n 

Pem

ban

gun

an 

Man

usia 

dampa

k 

signifik

an 

secara 

parsial. 

kualitas 

bagi 

masyara

kat 

4.  Indah 

Tri 

Utami 

& 

Moha

mmad 

Rofiu

ddin 

(2022) 

Ana

lisis 

pen

garu

h 

upa

h 

mini

mu

m, 

bela

nja 

pem

erint

ah 

dan 

pen

dap

atan 

asli 

daer

ah 

terh

ada

p 

ting

kat 

kem

iski

nan 

pad

a 

prov

insi 

may

Belanja 

pemeri

ntah 

dan 

PAD 

mengur

angi 

kemisk

inan, 

sement

ara 

upah 

minim

um 

tidak 

berpen

garuh 

terhada

p 

kemisk

inan di 

provins

i 

mayori

tas 

Musli

m. 

Menjela

skan 

peran 

penting 

belanja 

pemerin

tah dan 

Pendapa

tan Asli 

Daerah 

(PAD) 

dalam 

upaya 

pengent

asan 

kemiski

nan 

orita

s 

mus

lim 

5.  Danny 

Nur 

Febria

nica & 

Devan

to 

Shasta 

Prato

mo 

(2015) 

Ana

lisis 

Da

mpa

k 

Keb

ijak

an 

Upa

h 

Min

imu

m 

Ter

had

ap 

Ke

mis

kina

n di 

Indo

nesi

a 

Pekerja 

miskin 

di 

Indone

sia 

umumn

ya 

berada 

pada 

usia tua 

(>66 

tahun). 

Upah 

minim

um 

diharap

kan 

mening

katkan 

standar 

hidup 

namun 

berisik

o 

mengur

angi 

penyer

apan 

tenaga 

kerja. 

Meneka

nkan 

perluny

a 

memaha

mi 

karakter

istik 

pekerja 

miskin 

untuk 

menent

ukan 

efektivit

as 

kebijaka

n upah 

sebagai 

instrum

en anti-

kemiski

nan. 

6.  Kelly 

Bird 

& 

Chris 

Manni

ng 

(n.d.) 

 

Upa

h 

Min

imu

m 

dan 

kem

iski

nan 

di 

Kenaik

an 

upah 

minim

um 

mening

katkan 

pendap

atan 

rumah 

Tiga 

dari 

empat 

rumah 

tangga 

miskin 

mengala

mi 

kerugia

n 
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neg

ara 

bere

mba

ng: 

Sim

ulas

i 

dari 

surv

ei 

rum

ah 

tang

ga 

di 

indo

nesi

a 

tangga 

dengan 

pekerja 

upah 

rendah, 

namun 

biaya 

tersebu

t 

dialihk

an ke 

harga 

konsu

men 

yang 

lebih 

tingg 

bersih, 

sehingg

a upah 

minimu

m 

diangga

p tidak 

efisien 

sebagai 

instrum

en anti-

kemiski

nan di 

Indones

ia. 

7.  Nurin

a 

Merdi

kawati 

dan 

Ridho 

Al 

Izzati 

(2025) 

Keb

ijak

an 

Upa

h 

Min

imu

m 

dan 

Ke

mis

kina

n di 

Indo

nesi

a 

Kebija

kan 

upah 

minim

um 

memili

ki efek 

positif 

terhada

p upah 

pekerja 

di 

persent

il ke-15 

hingga 

ke-30 

tanpa 

menye

babkan 

kehilan

gan 

lapang

an 

kerja 

secara 

keselur

uhan. 

Namun

Upah 

minimu

m di 

Indones

ia 

kurang 

efektif 

sebagai 

instrum

en 

tunggal 

untuk 

pengent

asan 

kemiski

nan 

karena 

dampak

nya 

yang 

terbatas 

pada 

status 

kemiski

nan 

individu

. 

Strategi 

, 

kebijak

an ini 

tidak 

memili

ki 

dampa

k 

signifik

an 

terhada

p 

pengel

uaran 

rumah 

tangga 

per 

kapita 

maupu

n 

peruba

han 

status 

kemisk

inan. 

pengent

asan 

kemiski

nan 

memerl

ukan 

pendeka

tan 

yang 

lebih 

sistemat

is di 

luar 

sekadar 

penyesu

aian 

upah 

minimu

m 

8.  Tamar

ia Br. 

Sideba

ng, 

dkk 

(2024) 

Pen

garu

h U

pah 

Min

imu

m 

dan 

Pen

dap

atan 

Paja

k 

terh

ada

p 

Ke

mis

kina

n di 

Indo

Upah 

minim

um 

berpen

garuh 

negatif 

signifik

an 

terhada

p 

kemisk

inan 

(setiap 

kenaik

an 1% 

upah 

menuru

nkan 

kemisk

inan 

12,26%

). 

Peningk

atan 

upah 

minimu

m 

efektif 

untuk 

menyeja

hteraka

n 

masyara

kat, 

namun 

kebijaka

n pajak 

perlu 

dikelola 

agar 

tidak 

menam

bah 

beban 
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nesi

a 

Sebalik

nya, 

pendap

atan 

pajak 

berpen

garuh 

positif 

signifik

an 

terhada

p 

kemisk

inan. 

ekonom

i yang 

memicu 

kemiski

nan. 

9.  Heny 

Heraw

ati, 

dkk 

(2024) 

Da

mpa

k 

Upa

h 

Min

imu

m 

Ter

had

ap 

Ke

mis

kina

n: 

Ana

lisis 

Dat

a 

Pan

el di 

Indo

nesi

a 

Hasil 

peneliti

an 

menunj

ukkan 

bahwa 

kenaik

an 

upah 

minim

um 

mampu 

menek

an 

angka 

kemisk

inan, 

namun 

dampa

knya 

bervari

asi 

tergant

ung 

pada 

struktu

r 

ekono

mi 

daerah. 

Pemerin

tah 

daerah 

perlu 

menyes

uaikan 

upah 

minimu

m 

dengan 

memper

timbang

kan 

daya 

beli 

masyara

kat dan 

keberla

ngsunga

n usaha 

di 

daerah 

masing-

masing. 

10. Nur 

Siti 

Annaz

ah, 

dkk 

(2024) 

Ana

lisis 

CG

E 

tent

ang 

Da

mpa

k 

Ken

aika

n 

Upa

h 

Min

imu

m 

202

4 

terh

ada

p 

Pere

kon

omi

an 

Nasi

onal 

 

Kenaik

an 

upah 

15% 

menye

babkan 

penuru

nan 

PDB 

riil (-

0,24%)

, 

meskip

un 

konsu

msi 

rumah 

tangga 

mening

kat. 

Kebijak

an 

kenaika

n upah 

yang 

drastis 

memilik

i trade-

off yang 

harus 

dipertim

bangkan 

matang 

agar 

tidak 

mengga

nggu 

stabilita

s 

makroe

konomi 

secara 

keseluru

han. 

11 Imron 

Natsir, 

dkk 

(2025) 

Ana

lisis 

Fakt

or-

Fakt

or 

yan

g 

Me

mpe

ngar

uhi 

Ke

mis

kina

n di 

Indo

Inflasi 

dan 

pengan

gguran 

memili

ki 

korelas

i positif 

yang 

kuat 

terhada

p 

kemisk

inan, 

sement

ara 

pertum

Kebijak

an 

stabilita

s harga 

(pengen

dalian 

inflasi) 

sangat 

krusial 

untuk 

menjaga 

daya 

beli 

masyara

kat 

miskin 

agar 
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nesi

a: 

Pen

dek

atan 

Eko

nom

i 

Mak

ro 

buhan 

ekono

mi 

menunj

ukkan 

arah 

negatif 

terhada

p 

kemisk

inan. 

tidak 

semakin 

terpuruk

. 

12 Faisal, 

dkk 

(2021) 

Pen

garu

h 

Upa

h 

Min

imu

m, 

Infl

asi, 

dan 

Pen

gan

ggur

an 

Ter

had

ap 

Ke

mis

kina

n di 

Pro

vins

i 

Sula

wesi 

Sela

tan 

Upah 

minim

um dan 

pengan

gguran 

berpen

garuh 

positif 

dan 

signifik

an 

terhada

p 

kemisk

inan. 

Sement

ara itu, 

inflasi 

tidak 

memili

ki 

pengar

uh 

signifik

an 

terhada

p 

kemisk

inan di 

Sulawe

si 

Selatan

. 

Kebijak

an 

peningk

atan 

upah 

minimu

m di 

wilayah 

ini 

justru 

berkorel

asi 

dengan 

naiknya 

kemiski

nan, 

kemung

kinan 

karena 

adanya 

pengura

ngan 

tenaga 

kerja 

(PHK) 

akibat 

beban 

upah, 

sehingg

a 

pencipta

an 

lapanga

n kerja 

lebih 

utama. 

13. Iis 

Amali

a, dkk 

(2025) 

Ana

lisis 

Pen

garu

h 

Pert

umb

uha

n 

Eko

nom

i, 

Upa

h 

Min

imu

m, 

dan 

Pen

gan

ggur

an 

terh

ada

p 

Ke

mis

kina

n di 

Pro

vins

i 

Jaw

a 

Bar

at 

Pertum

buhan 

ekono

mi dan 

upah 

minim

um 

berpen

garuh 

negatif 

dan 

signifik

an 

terhada

p 

kemisk

inan. 

Sebalik

nya, 

pengan

gguran 

berpen

garuh 

positif 

signifik

an 

Untuk 

meneka

n 

kemiski

nan di 

Jawa 

Barat, 

pemerin

tah 

perlu 

menjaga 

stabilita

s upah 

minimu

m dan 

mencipt

akan 

lapanga

n kerja 

guna 

mengur

angi 

pengang

guran. 

14. Maulu

di dkk 

 

 

Pen

garu

h 

Upa

h 

Min

imu

m 

terh

ada

p 

Upah 

minim

um 

berpen

garuh 

positif 

signifik

an 

terhada

p 

Upah 

minimu

m 

berpeng

aruh 

positif 

signifik

an 

terhada

p 
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Ke

mis

kina

n di 

Jaw

a 

Tim

ur 

kemisk

inan 

kemiski

nan 

15. Natas

ya dkk 

Ana

lisis 

Upa

h 

Min

imu

m 

terh

ada

p 

Ke

mis

kina

n di 

Ace

h 

Upah 

minim

um 

berpen

garuh 

negatif 

signifik

an 

terhada

p 

kemisk

inan 

Peningk

atan 

upah 

minimu

m dapat 

mening

katkan 

kesejaht

eraan 

dan 

menuru

nkan 

kemiski

nan 

16. Okow

ali 

dkk 

Pen

garu

h 

UM

K 

terh

ada

p 

Ke

mis

kina

n di 

Pap

ua 

Upah 

minim

um 

tidak 

berpen

garuh 

signifik

an 

terhada

p 

kemisk

inan 

Faktor 

lain 

seperti 

pengang

guran 

dan 

infrastru

ktur 

lebih 

domina

n dalam 

mempe

ngaruhi 

kemiski

nan 

17. Eraya

nti & 

Suasih 

Pen

garu

h 

Rasi

o 

Kes

emp

atan 

Upah 

minim

um 

berpen

garuh 

negatif 

signifik

an 

Kebijak

an upah 

minimu

m dapat 

menjadi 

alat 

untuk 

menuru

Kerj

a 

dan 

Upa

h 

Min

imu

m 

terh

ada

p 

Ke

mis

kina

n di 

Bali 

terhada

p 

kemisk

inan 

nkan 

kemiski

nan jika 

didukun

g faktor 

lain 

18. Lestar

i & 

Susan

a 

(2021) 

Ana

lisis 

Pen

garu

h 

Upa

h 

Min

imu

m 

dan 

Pen

gan

ggur

an 

terh

ada

p 

Ke

mis

kina

n 

sert

a 

Da

mpa

kny

a 

pad

a 

Pert

Upah 

minim

um dan 

pengan

gguran 

tidak 

berpen

garuh 

langsu

ng 

signifik

an 

terhada

p 

kemisk

inan, 

tetapi 

berpen

garuh 

terhada

p 

pertum

buhan 

ekono

mi 

melalui 

kemisk

inan 

(77,6%

). 

Kebijak

an 

pengupa

han dan 

pengura

ngan 

pengang

guran 

perlu 

dikombi

nasikan 

dengan 

pengent

asan 

kemiski

nan 

untuk 

mening

katkan 

pertumb

uhan 

ekonom

i. 
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umb

uha

n 

Eko

nom

i di 

Pro

vins

i 

Jam

bi 

19. Syahb

ana 

dkk. 

(2025) 

Pen

garu

h 

Upa

h 

Min

imu

m 

dan 

Jum

lah 

Pen

dud

uk 

Mis

kin 

terh

ada

p 

Pert

umb

uha

n 

Eko

nom

i 

Pro

vins

i 

Sum

ater

a 

Utar

a 

Upah 

minim

um 

berpen

garuh 

positif 

signifik

an 

terhada

p 

pertum

buhan 

ekono

mi, 

sedang

kan 

kemisk

inan 

berpen

garuh 

negatif 

signifik

an. 

Perlu 

sinergi 

antara 

kebijaka

n upah 

minimu

m dan 

program 

pengura

ngan 

kemiski

nan 

untuk 

mendor

ong 

pertumb

uhan 

ekonom

i 

berkela

njutan. 

20. Meng

ko 

dkk. 

(2023) 

Pen

garu

h 

Pert

umb

uha

n 

Eko

nom

i, 

Upa

h 

Min

imu

m 

dan 

Pen

didi

kan 

terh

ada

p 

Ke

mis

kina

n di 

Kot

a 

To

moh

on 

Upah 

minim

um 

berpen

garuh 

positif 

signifik

an 

terhada

p 

kemisk

inan, 

pertum

buhan 

ekono

mi 

tidak 

signifik

an, 

pendidi

kan 

tidak 

signifik

an. 

Kebijak

an upah 

minimu

m perlu 

dikaji 

agar 

tidak 

mening

katkan 

kemiski

nan 

serta 

harus 

diimban

gi 

dengan 

peningk

atan 

kualitas 

SDM. 

21. Fadill

ah 

(2016) 

Ana

lisis 

Pen

garu

h 

Pert

umb

uha

n 

Eko

nom

i, 

Pen

didi

kan, 

Upa

Pertum

buhan 

ekono

mi dan 

upah 

minim

um 

berpen

garuh 

negatif 

signifik

an 

terhada

p 

kemisk

inan, 

Peningk

atan 

pertumb

uhan 

ekonom

i dan 

upah 

minimu

m dapat 

menjadi 

strategi 

utama 

dalam 

menuru

nkan 
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h 

Min

imu

m 

dan 

Pen

gan

ggur

an 

terh

ada

p 

Ke

mis

kina

n di 

Jaw

a 

Tim

ur 

pengan

gguran 

positif 

tidak 

signifik

an. 

kemiski

na 

22. Hanifa

h & 

Hanifa 

(2021) 

Pen

garu

h 

Pert

umb

uha

n 

Eko

nom

i, 

Upa

h 

Min

imu

m, 

dan 

Pen

gan

ggur

an 

terh

ada

p 

Ke

mis

kina

n di 

Secara 

simulta

n 

berpen

garuh 

signifik

an, 

secara 

parsial 

pertum

buhan 

ekono

mi dan 

upah 

minim

um 

berpen

garuh 

negatif 

signifik

an, 

pengan

gguran 

tidak 

signifik

an. 

Pengura

ngan 

kemiski

nan 

dapat 

dilakuk

an 

dengan 

mening

katkan 

pertumb

uhan 

ekonom

i dan 

kebijaka

n upah 

minimu

m yang 

tepat. 

Kab

upat

en 

Lam

ong

an 

Pembahasan  

Berdasarkan keseluruhan penelitian 

terdahulu yang telah dirangkum, terlihat 

bahwa hubungan antara upah minimum dan 

kemiskinan menunjukkan tiga pola utama, 

yaitu pengaruh negatif, pengaruh positif, 

dan tidak signifikan. Perbedaan hasil ini 

mencerminkan adanya variasi kondisi 

empiris antar wilayah serta perbedaan 

variabel yang digunakan dalam masing-

masing penelitian. 

Kelompok pertama adalah penelitian 

yang menemukan bahwa upah minimum 

berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kemiskinan. Hasil ini ditunjukkan oleh 

Sidebang dkk. (2024), Herawati dkk. 

(2024), Amalia dkk. (2025), Natasya dkk., 

Erayanti & Suasih, Fadillah (2016), serta 

Hanifah & Hanifa (2021). Secara umum, 

penelitian-penelitian ini menunjukkan 

bahwa peningkatan upah minimum mampu 

meningkatkan pendapatan pekerja sehingga 

berdampak pada penurunan tingkat 

kemiskinan. Bahkan secara kuantitatif, 

Sidebang dkk. (2024) menunjukkan bahwa 
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setiap kenaikan 1% upah minimum mampu 

menurunkan kemiskinan sebesar 12,26%. 

Selain itu, Herawati dkk. (2024) 

menekankan bahwa dampak tersebut dapat 

berbeda tergantung struktur ekonomi 

daerah, sedangkan Amalia dkk. (2025) 

menunjukkan bahwa pengaruh tersebut 

akan semakin kuat apabila diikuti dengan 

penurunan pengangguran. Dengan 

demikian, pada kelompok ini, upah 

minimum terbukti menjadi instrumen yang 

efektif dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Kelompok kedua adalah penelitian 

yang menemukan bahwa upah minimum 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

kemiskinan. Hasil ini ditunjukkan oleh 

Mauludi dkk. (2023), Faisal dkk. (2021), 

Mengko dkk. (2023), serta beberapa 

temuan lain di Jawa Timur. Penelitian 

Mauludi dkk. (2023) menunjukkan bahwa 

meskipun variabel lain seperti IPM, 

pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal 

mampu menurunkan kemiskinan, namun 

upah minimum justru meningkatkan 

kemiskinan. Temuan serupa juga 

ditunjukkan oleh Faisal dkk. (2021) di 

Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa 

kenaikan upah minimum berkorelasi 

dengan meningkatnya kemiskinan. 

Mengko dkk. (2023) juga menemukan 

bahwa upah minimum berpengaruh positif 

signifikan terhadap kemiskinan di Kota 

Tomohon. Hasil-hasil ini menunjukkan 

bahwa kenaikan upah minimum dalam 

kondisi tertentu dapat memberikan dampak 

yang berlawanan, terutama jika tidak 

diimbangi dengan kondisi pasar tenaga 

kerja yang stabil. 

Kelompok ketiga adalah penelitian 

yang menemukan bahwa upah minimum 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh Utami 

& Rofiuddin (2022), Okowali dkk., serta 

Lestari & Susana (2021). Utami & 

Rofiuddin (2022) menemukan bahwa di 

provinsi mayoritas Muslim, upah minimum 

tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, 

sementara belanja pemerintah dan PAD 

justru memiliki peran yang lebih besar. 

Okowali dkk. juga menunjukkan bahwa di 

Papua, faktor lain seperti pengangguran dan 

infrastruktur lebih dominan dalam 

mempengaruhi kemiskinan dibandingkan 

upah minimum. Sementara itu, Lestari & 

Susana (2021) menunjukkan bahwa upah 

minimum tidak berpengaruh langsung 

terhadap kemiskinan, tetapi berpengaruh 

secara tidak langsung melalui pertumbuhan 

ekonomi dengan kontribusi sebesar 77,6%. 

Hal ini menunjukkan bahwa peran upah 

minimum dalam mengurangi kemiskinan 

tidak selalu bersifat langsung. 
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Selain melihat pengaruh langsung, 

beberapa penelitian juga menyoroti 

keterbatasan efektivitas upah minimum 

sebagai instrumen pengentasan 

kemiskinan. Merdikawati & Al Izzati 

(2025) dalam dua temuan yang konsisten 

menunjukkan bahwa upah minimum hanya 

berdampak pada distribusi upah pekerja di 

kelompok tertentu (persentil bawah), 

namun tidak berdampak signifikan 

terhadap pengeluaran per kapita maupun 

perubahan status kemiskinan. Kelly Bird & 

Chris Manning juga menemukan bahwa 

kenaikan upah minimum meningkatkan 

pendapatan sebagian rumah tangga, tetapi 

menyebabkan kenaikan harga, sehingga 

sebagian besar rumah tangga miskin justru 

mengalami kerugian bersih. Dengan 

demikian, kebijakan upah minimum dinilai 

memiliki efek yang terbatas dan tidak 

merata. 

Penelitian lain menunjukkan bahwa 

kemiskinan lebih banyak dipengaruhi oleh 

variabel selain upah minimum. Natsir dkk. 

(2025) menunjukkan bahwa inflasi dan 

pengangguran memiliki pengaruh positif 

yang kuat terhadap kemiskinan, sedangkan 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

negatif. Pardita dkk. (2024) juga 

menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi 

dan distribusi pendapatan berpengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan, sementara 

IPM tidak signifikan secara parsial. 

Sementara itu, Syahbana dkk. (2025) 

menunjukkan bahwa upah minimum 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi, namun kemiskinan tetap 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 

tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa 

hubungan antara variabel ekonomi bersifat 

kompleks dan saling berkaitan. 

Selanjutnya, terdapat penelitian yang 

menekankan adanya trade-off dalam 

kebijakan upah minimum. Annazah dkk. 

(2024) menunjukkan bahwa kenaikan upah 

sebesar 15% mampu meningkatkan 

konsumsi rumah tangga, tetapi di sisi lain 

menurunkan PDB riil sebesar -0,24%. 

Febrianica & Pratomo (2015) juga 

menegaskan bahwa meskipun upah 

minimum bertujuan meningkatkan standar 

hidup, terdapat risiko berkurangnya 

penyerapan tenaga kerja. Temuan ini 

menunjukkan bahwa kebijakan upah 

minimum memiliki konsekuensi yang perlu 

dipertimbangkan secara menyeluruh. 

Secara keseluruhan, penelitian 

terdahulu menunjukkan bahwa tidak 

terdapat kesimpulan tunggal mengenai 

pengaruh upah minimum terhadap 

kemiskinan. Sebagian penelitian 

menunjukkan efek penurunan kemiskinan, 

sebagian menunjukkan peningkatan 

kemiskinan, dan sebagian lainnya 

menunjukkan tidak adanya pengaruh. 

Selain itu, banyak penelitian juga 

menunjukkan bahwa pengaruh upah 

minimum sangat dipengaruhi oleh variabel 

lain seperti pengangguran, pertumbuhan 

ekonomi, inflasi, distribusi pendapatan, 

serta kondisi struktural daerah. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil studi literatur 

terhadap berbagai penelitian terdahulu, 

dapat disimpulkan bahwa pengaruh upah 

minimum terhadap kemiskinan di 

Indonesia menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten. Sebagian penelitian menemukan 

bahwa kenaikan upah minimum mampu 

menurunkan tingkat kemiskinan karena 

meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat. Namun, 
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penelitian lain menunjukkan bahwa 

kenaikan upah minimum justru berpotensi 

meningkatkan kemiskinan akibat 

berkurangnya kesempatan kerja. Selain itu, 

terdapat pula temuan yang menyatakan 

bahwa upah minimum tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan. 

Perbedaan hasil tersebut 

menunjukkan adanya research gap serta 

mengindikasikan bahwa kemiskinan tidak 

hanya dipengaruhi oleh upah minimum, 

tetapi juga oleh faktor lain seperti 

pengangguran, pertumbuhan ekonomi, 

inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). Oleh karena itu, kebijakan upah 

minimum tidak dapat berdiri sendiri 

sebagai instrumen pengentasan 

kemiskinan, melainkan perlu didukung 

oleh kebijakan ekonomi lainnya agar lebih 

efektif dan berkelanjutan. 
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